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The creation of a healthy business climate as a means of creating democracy in
economics that need to be pursued in a planned and continuously, followed by a
competition policy as well as deterrence against businesses as well as deterrence against
businesses that engage in the practice of monopoly and competition unfair. To prevent
and crack down on businesses that conduct unfair competition it is necessary to rule of
law. Without the rule of law, fair competition is not likely to be realized. Type of
research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal
regulation of unfair business competition in Indonesia. To determine and analyze the
role and functions of the KPPU in the institution supervision and enforcement of
competition law in the city of Medan and to identify and analyze the factors that inhibit
the KPPU Field Office in the performance of duties of supervision and enforcement of
competition law.

Legal arrangements related to unfair competition practices. At the date of
February 18, 1999 Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic
Practices and Unfair Business Competition or Antitrust Act made for the support of the
IMF approved DPR, which was then signed by the President on March 5, 1999.

The role and functions of the KPPU Representative Office in Medan. The role
and functions of the KPPU in accordance with Article 35 of the KPPU duties. Medan
City KPPU Office oversees three jurisdictions, namely North Sumatra, West Sumatra,
Aceh Province. Of the 26 reports received by the KPD KPPU Medan during the year
2011, that reports of alleged violations of the Act No. 5 of 1999, especially Article 22 of
conspiracy in tender very dominating. Half of these reports are even asking the KPPU to
order the tender committee to repeat collusive tendering process nuanced and full of
KKN (Corruption, Collusion and Nepotism).

Factors that inhibit the Business Competition Supervisory KPPU Representative
Office in Medan. The internal resistance in the faced KPPU Medan office is the
authority of the execution authority. Because it does not have the authority to execute,
then the KPPU can not be executed. The external obstacles to be faced by the Office of
Medan Representative if the defendant is not present, so the need to forceful measures,
while making efforts to force the KPPU should cooperate with other agencies. While the
effort to overcome these obstacles is the Internal Efforts undertaken KPPU Regional
Medan Office-related barriers to the execution authority, the KPPU in cooperation with
the District Court for execution. The external efforts undertaken KPPU Regional Medan
Office related to the absence of the defendant forced effort.
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Penciptaan iklim yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang
ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus menerus, diikuti oleh
penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan
terhadap pelaku usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha
yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah
dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan
adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak
mungkin dapat diwujudkan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang persaingan
usaha tidak sehat di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi
lembaga KPPU di dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Kota
Medan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat KPPU
Kantor Perwakilan Medan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum
persaingan usaha.

Pengaturan hukum terkait dengan praktik persaingan usaha tidak sehat. Pada
tanggal 18 Februari 1999 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang
dibuat atas dukungan IMF itu mendapat persetujuan DPR, yang kemudian ditandatangai
oleh Presiden pada tanggal 5 Maret 1999.

Peran dan fungsi KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan. Peran dan fungsi KPPU
sesuai dengan Pasal 35 mengenai tugas KPPU. KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan
membawabhi tiga wilayah hukum yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Aceh.
Dari 26 laporan yang diterima oleh KPD KPPU Medan selama tahun 2011, bahwa
laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama Pasal 22
tentang Persekongkolan dalam tender sangat mendominasi. Setengah dari jumlah
laporan tersebut diantaranya bahkan meminta KPPU untuk memerintahkan panitia
tender agar mengulangi proses tender yang bernuansa kolutif dan penuh dengan KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Faktor-faktor yang menghambat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor
Perwakilan Medan. Adapun hambatan secara internal yang dihadapi KPPU Kantor
Perwakilan Medan adalah mengenai kewenangan eksekusi. Karena tidak memilikki
kewenangan eksekusi, maka KPPU tidak bisa melakukan eksekusi. Adapun hambatan
secara eksternal yang dihadapi KPPU Kantor Perwakilan Medan adalah bila para
tergugat tidak hadir, sehingga perlu upaya paksa, sementara untuk melakukan upaya
paksa KPPU harus bekerjasama dengan instansi lain. Sedangkan upaya untuk mengatasi
hambatan tersebut adalah Upaya Internal yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah
KPPU Medan terkait hambatan dalam kewenangan eksekusi, KPPU melakukan
kerjasama dengan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Adapun upaya
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eksternal yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan terkait tidak hadirnya
para tergugat sehingga dilakukan upaya paksa.
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